WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR B TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 133 ayat (3) tentang Tata Cara Pemberian
dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang.

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia 19 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3298);

3. Undang-Ungdang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia 75 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473 8);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota
Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008
Nomor 12 Seri E.3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

>

Daerah adalah Kota Padang Panjang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Padang
Panjang.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Padang Panjang.
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bantuan adalah Pemberian dalam bentuk barang dan/atau uang kepada
masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga yang
dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara RI secara sukarela
atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan
tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud
partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kepada pengabdian
secara swadaya.

BAB IO
BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

Masyarakat dan/atau Organisasi yang melaksanakan kegiatan
kemasyarakatan dapat diberikan Bantuan Sosial.

Bantuan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :

a. bantuan keschatan;

b. bantuan keagamaan;

c. bantuan sosial kemasyarakatan; dan

d. bantuan modal usaha;

Khusus kepada partai politik, bantuan diatur dalam ketentuan lebih
lanjut

Pasal 3

Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf
a diberikan kepada masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang
dinyatakan dengan Keputusan Walikota atau berdasarkan Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan,
bagi yang tidak tercantum dalam Keputusan Walikota.

Bantuan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)
huruf b diberikan kepada organisasi keagamaan, perorangan dan
lembaga pendidikan keagamaan.
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Bagian Kedua
Bantuan Keagamaan

Pasal 7

Bantuan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
diberikan berdasarkan pengajuan permohonan dengan proposal oleh
organisasi keagamaan dan/atau lembaga pendidikan keagamaan yang
ditujukan kepada  Walikota melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

Permohonan bantuan organisasi keagamaan dan/atau lembaga
pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda
tangani oleh ketua dan sekretaris organisasi keagamaan terlebih dahulu
diteliti dan diketahui oleh lurah dan Camat setempat.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terlebih
dahulu mendapat rekomendasi dari Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk
mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga
Bantuan Sosial Kemasyarakatan

Pasal 8

Pemberian bantuan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan berdasarkan permohonan secara
tertulis dengan proposal oleh organisasi sosial, organisasi
kemasyarakatan, LSM, organisasi kepemudaan dan organisasi olahraga,
organisasi profesi serta perorangan yang ditujukan kepada Walikota
melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh
Ketua dan Sekretaris serta diketahui oleh Lurah dan Camat atau
Pengurus Organisasi yang berada di atasnya.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih
dahulu direkomendasi oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Hasil rekomendasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat disampaikan
kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
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Bagian Keempat
Bantuan Modal Usaha

Pasal 9

Pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4) diberikan berdasarkan permohonan proposal secara tertulis
yang ditujukan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh
yang bersangkutan / pimpinan / ketua kelompok.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terlebih dahulu
dilakukan survey lapangan dan mendapat rekomendasi dari Dinas
Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan.

Hasil dari survey lapangan dan rekomendasi disampaikan dengan
kepada Walikota Melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kelima
Bantuan Partai Politik

Pasal 10

Pemberian Bantuan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (5) diatur dalam peraturan tersendiri dengan proses
pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Padang Panjang.

Pasal 11

Proses Pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah scbagai pengguna anggaran bantuan sosial sesuai
dengan kemampuan daerah dan setelah mendapatkan persetujuan dari
Walikota.

BAB IV
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

Penerima bantuan sosial wajib memberikan pertanggungjawaban
berupa laporan penggunaan dana kepada Walikota melalui Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Panjang.

Ditetapkan
pada tanggal :

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal 1 g Cq;{-gm\,u‘ 2009 M

SEKRETARIS\DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 1§ SERI €.10



